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KEMENPERIN. Pedoman Fasilitas Bea Masuk.
Impor Barang. Industri Sektor Tertentu yang

Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19).

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN FASILITAS BEA MASUK
DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK
MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA OLEH INDUSTRI SEKTOR
TERTENTU YANG TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

(COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa untuk menunjang kelancaran pemanfaatan fasilitas
bea masuk ditanggung pemerintah dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 134/PMK.010/2020 tentang Bea Masuk
Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk
Memproduksi Barang dan/atau Jasa oleh Industri Sektor
Tertentu yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19), perlu menetapkan Peraturan Menteri
Perindustrian tentang Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan
Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor
Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau
Jasa oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandemi

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
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Mengingat

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6487);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 142);

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 1509);
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Menetapkan
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8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.010/2020
tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor
Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau
Jasa oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1053);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN  MENTERI  PERINDUSTRIAN  TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN FASILITAS BEA
MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG
DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU
JASA OLEH INDUSTRI SEKTOR TERTENTU YANG
TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bea Masuk Ditanggung Pemerintah yang selanjutnya
disebut BM DTP adalah fasilitas bea masuk terutang
yang dibayar oleh pemerintah dengan alokasi dana yang
telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Perubahan.

2. Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang selanjutnya
disebut Industri Sektor Tertentu adalah industri yang
terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) yang layak untuk diberikan BM DTP sesuai dengan
kebijakan Pembina Sektor Industri.

3. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan
kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di

Indonesia.
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Barang dan Bahan adalah barang jadi, barang setengah
jadi, dan/atau bahan baku termasuk suku cadang dan
komponen, yang diolah, dirakit, atau dipasang untuk
menghasilkan barang dan/atau jasa.

Kawasan Berikat adalah tempat penimbunan berikat
untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang
berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna
diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor
untuk dipakai.

Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya
disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme
kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber
daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak,
serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama
lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan,
penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data
dan/atau informasi industri.

Sistem  Indonesia National Single Window yang
selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik
yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi
berkaitan dengan proses penanganan dokumen
kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen
perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan,
dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau
impor, yang menjamin keamanan data dan informasi
serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem
internal secara otomatis.

Verifikasi Awal adalah kegiatan pemeriksaan terhadap
Perusahaan Industri yang mengajukan permohonan
pemanfaatan fasilitas BM DTP atas aspek legalitas,
jumlah, jenis, dan spesifikasi Barang dan Bahan,
kapasitas riil produksi, serta kondisi perusahaan.
Verifikasi Akhir adalah kegiatan pemeriksaan terhadap
Perusahaan Industri yang telah melalui proses Verifikasi
Awal terhadap realisasi importasi dan realisasi
pemakaian dalam kegiatan produksi terhadap Barang

dan Bahan yang mendapat fasilitas BM DTP.
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Verifikasi Kemampuan Produsen Dalam Negeri adalah
verifikasi atas kemampuan Perusahaan Industri dalam
negeri yang menyatakan mampu memproduksi Barang
dan Bahan sebagaimana tercantum dalam Peraturan
Menteri Keuangan yang mengatur mengenai bea masuk
ditanggung pemerintah atas impor Barang dan Bahan
untuk memproduksi barang dan/atau jasa oleh Industri
Sektor Tertentu yang terdampak pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19).

Surat Keterangan Verifikasi Industri yang selanjutnya
disingkat SKVI adalah surat keterangan hasil verifikasi
terhadap Perusahaan Industri yang mengajukan
permohonan pemanfaatan fasilitas BM DTP, yang
diterbitkan oleh Lembaga Pelaksana Verifikasi.
Pemberitahuan Pabean Impor adalah pernyataan yang
dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban
pabean impor dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan
dalam Undang-Undang Kepabeanan.

Lembaga  Pelaksana  Verifikasi adalah  lembaga
independen yang ditetapkan oleh Menteri untuk
melakukan kegiatan Verifikasi Industri.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perindustrian.

Direktur Jenderal Pembina Industri adalah direktur
jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang
membidangi industri yang dapat memanfaatkan fasilitas
BM DTP.

Direktur Pembina Industri adalah direktur di lingkungan
Kementerian Perindustrian yang membidangi industri
yang dapat memanfaatkan fasilitas BM DTP.

Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh

pemerintah pusat.

Pasal 2
BM DTP dapat diberikan kepada Industri Sektor Tertentu
dengan kuasa pengguna anggaran BM DTP, alokasi pagu
anggaran BM DTP, dan jenis Barang dan Bahan yang
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